SALINAN

PUTUSAN

NOMOR <No:Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

P -

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili
perkara perdata tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis
Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Gugatan
Cerai antara:

Pembanding, tempat tanggal lahir Garut, 13-02-1970 (52 tahun), agama
Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan SLTP, alamat
Kabupaten Garut, semula sebagai Tergugat sekarang
Pembanding;
melawan
Terbanding, tempat tanggal lahir Garut, 04-07-1971 (50 tahun), ldentitas
KTP, No. Identitas, 3205094407710001, agama Islam,
pekerjaan lbu Rumah Tangga, pendidikan SD, alamat
Kabupaten Garut, semula sebagai Penggugat
sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA
Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan
Agama Garut Nomor- <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt tanggal 27 Juli 2022
Masehi, bertepatan dengan tanggal-27 Dzul Qoidah 1443 Hijriyyah, dengan

mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Pembanding) terhadap
Penggugat (Terbanding);
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3. Membebankan biaya perkara kepada Negara melalui DIPA Pengadilan
Agama Garut Tahun 2022;

Bahwa pada saat dibacakan putusan tersebut, Penggugat hadir
sedangkan Tergugat tidak hadir dan putusan tersebut telah diberitahukan
kepada Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2022 sebagaimana ternyata dari
Relaas Pemberitahuan Isi Putusan- Pengadilan Agama Garut Nomor
2098/Pdt.G/2022/PA.Grt;

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat yang selanjutnya sebagai
Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 23
Agustus 2022 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding
Nomor 2098/Pdt.G/2022/PA.Grt. tanggal 23 Agustus 2022 dan permohonan
Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat yang selanjutnya
sebagai Terbanding pada tanggal 30 Agustus 2022 sebagaimana Relaas
Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 2098/Pdt.G/2022/PA.Grt. tanggal
30 Agustus 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah mengajukan memori banding
pada tanggal 25 Agustus 2022 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding
Nomor 2098/Pdt.G/2022/PA.Grt. tanggal 25 Agustus 2022 yang pada
pokoknya menyatakan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima permohonan Banding Pembanding dahulu Tergugat;

2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama  Garut Nomor:
<No.Prk>/Pdt.G.2022/ PA.Grt tertanggal 27 Juli 2022 yang dimohonkan
banding oleh Pembanding dahulu Tergugat;

3. Menolak gugatan Penggugat sekarang Terbanding untuk seluruhnya;

4. Menetapkan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR:

Apabila Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapai lain, mohon putusan

yang seadil-adilnya;

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada
Terbanding pada tanggal 01 September 2022 sebagaimana Relaas
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Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor 2098/Pdt.G
[2022/PA.Grt. tanggal 01 September 2022;

Bahwa atas memori banding tersebut, Terbanding telah mengajukan
kontra memori banding pada tanggal 05 September 2022 sebagaimana
ternyata dari Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor
2098/Pdt.G/2022/PA.Grt. tanggal- 05 September 2022 yang pada pokoknya
sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Menerima Kontra Memori Banding Terbanding dahulu Tergugat;

2. Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Garut Nomor:
<No.Prk>/Pdt.G/2022/ PA.Grt. tertanggal 27 Juli 2022;

3. Menolak permohonan banding Pembanding dahulu Tergugat untuk
mseluruhnya;

4. Membebankan biaya perkara kepada Pembanding seluruhnya;

SUBSIDAIR:

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat cq. Majelis Hakim yang

memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya,;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada
Pembanding pada tanggal 08 September 2022 sebagaimana Relaas
Pemberitahuan ~Dan Penyerahan Kontra  Memori = Banding ~ Nomor:
2098/Pdt.G/2022/PA.Grt. tanggal 08 September 2022;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 02 September 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk
memeriksa berkas perkara banding (inzage) Nomor 2098/Pdt.G
[2022/PA.Grt. Pembanding telah melakukan inzage sebagaimana Berita
Acara Pemeriksaan Berkas (inzage) Nomor 2098/Pdt.G/2022/PA.Grt. tanggal
13 September 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk melakukan inzage pada
tanggal 02 September 2022 sebagaimana Relaas Pemberitahuan untuk
memeriksa berkasa perkara banding (inzage) Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt dan Terbanding tidak melakukan Inzage
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sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Garut Nomor
2098/Pdt.G/2022/PA.Grt. tanggal 19 September 2022;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 27 September 2022 dengan
Nomor <No:Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. dan telah diberitahukan kepada
Ketua Pengadilan Agama Garut sebagaimana surat Nomor W10-
A/3114/HK.05/1X/2022 tanggal 27 September 2022 yang tembusannya

disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara tingkat pertama
berkedudukan sebagai Tergugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 ~Tentang Peradilan Ulangan dan
Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama
yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan
perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
Pembanding mempunyai legal standing untuk mengajukan permohonan
banding;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal
23 Agustus 2022 terhadap putusan Pengadilan Agama Garut Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt. tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 27 Dzulgaidah 1443 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan
tersebut Tergugat tidak hadir namun telah diberitahukan kepadanya pada
tanggal 11 Agustus 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut
digjukan masih dalam tenggang waktu banding yaitu pada hari ke 12 (dua
belas) hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Pasal 7
ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan,

karenanya permohonan banding secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal
25 Agustus 2022 telah mengajukan keberatan sebagaimana tersebut pada
duduk perkara di atas dan atas memori banding a quo, Terbanding telah
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mengajukan kontra memori banding tertanggal 5 September 2022 sebagai

tersebut pada duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding
memandang perlu memeriksa ulang tentang hal-hal yang telah diperiksa,
dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk
diperiksa, dipertimbangkan dan diputus ulang pada Pengadilan Tingkat
Banding ini, meskipun tidak semua dalil-dalil atau keberatan-keberatan dalam
memori banding tersebut ditinjau satu persatu, hal mana telah sesuai dengan
abstarksi ~ hokum pada Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor
247K/Sip/1953 tanggal 6 April 1955;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai
Pengadilan Tingkat Banding setelah menelaah dan memeriksa dengan
seksama berkas perkara yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat
banding tersebut khususnya salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Garut

a quo, selanjutnya akan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pokok perkara dalam perkara a quo Penggugat
mengajukan gugat perceraian terhadap Tergugat dan atas gugatan a quo
telah diupayakan proses mediasi oleh Mediator Ahmad Basani, S.H.I. namun
gagal mencapai kesepakatan damai berdasarkan laporan Mediator tanggal
25 Mei 2022, demikian pula upaya damai oleh Majelis Hakim Tingkat
Pertama pada setiap kali persidangan juga tidak berhasil. Menurut Majelis
Hakim Tingkat Banding usaha Majelis Hakim Tingkat Pertama dan Mediator
yang ditunjuk dalam mendamaikan pihak-pihak berperkara sebagaimana
ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989
Tentang Peradilan  Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang
Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang
Nomor 50 tahun 2009 jo. Pasal 3 ayat (1), (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang
Prosedur Mediasi di Pengadilan telah terpenuhi;
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Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada
pokoknya keberatan untuk bercerai dengan Terbanding begitu pula sesuai
berita acara sidang perkara a quo dalam jawabanya telah membantah alasan
cerai Terbanding, namun demikian setelah Majelis Hakim Tingkat Banding
menelaah dengan seksama pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim
Tingkat Pertama sebagaimana terurai-pada putusan halaman 9 (Sembilan)
sampai halaman 13 (tiga belas), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat
telah tepat dan benar baik dalam menilai alat bukti formil maupun materil
serta mengkwalifisir, mengkonstatir, mengkonstituir terhadap fakta-fakta
yang terjadi dalam persidangan, karenanya pertimbangan dan pendapat
tersebut patut diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim

Tingkat Banding sendiri dengan tambahan pertimbangan lain sebagai berikut:

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Pembanding dan
Terbanding a quo dinilai Majelis Hakim Tingkat Banding sudah menunjukan
adanya keinginan yang saling bertentangan, Terbanding menginginkan
perceraian sedangkan Pembanding tidak menginginkan perceraian, kondisi
tersebut sudah termasuk katagori tidak akan dapat hidup rukun kembali
sebagaimana maksud Pasal 39 ayat (2 ) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2019, begitu juga menyatukan dua perasaan yang saling
bertentangan akan sulit terwujud meskipun Pembanding pada memori
bandingnya mendalilkan tidak mengajukan bukti pada waktu pemeriksaan
tingkat pertama karena Terbanding mau mencabut perkaranya (mau baik lagi
dengan Pembanding), namun ternyata dalam berita acara sidang tidak ada
keterangan seperti itu dari Terbanding, sehingga dengan tidak menggunakan
haknya untuk mengajukan bukti bantahannya Pembanding dinilai tidak dapat
membuktikan dalil bantahannya, oleh karena itu keberatan Pembanding

a quo patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa dalam pada itu pula Majelis Tingkat Banding
berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga sebagaimana telah

digambarkan tersebut di atas akan menambah mudhorot bagi kedua belah
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pihak sesuai dengan pendapat Mustofa As-Siba’i dalam kitab Al-Maratu
bainal Fighi wal Qanun, halaman 100 yang diambil alih sebagai pendapat
Majelis Hakim Tingkat Banding yang terjemahannya sebagai berikut:
“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya
perpecahan dan pertentangan, selain itu justeru akan menimbulkan bahaya
yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka. Dan
tidak ada kebaikan/manfaat yang dapat diharapkan dalam mengumpulkan dua
orang yang saling berselisih, terlepas dari masalah apakah sebab terjadinya
perselisihan itu besar atau kecil, sesungguhnya yang lebih baik adalah
dengan mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini.
Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain
dalam hidupnya, barang kali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan
dan kedamaian”, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa
keberatan- Pembanding dalam memori bandingnya tersebut = harus
dikesampingkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas,
putusan Pengadilan Agama Garut Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt
tanggal 27 Juli 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Dzulgaidah 1443

Hijriah dapat dipertahankan karenanya patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan' Agama sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomaor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua
dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada
tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat dan pada tingkat banding
dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat, seluruh ketentuan perundang-undangan dan hukum syara’

yang berkaitan dengan perkara ini:
MENGADILI

l. Menyatakan permohonan banding Pembanding formal diterima;
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Menguatkan putusan Pengadilan  Agama  Garut  Nomor
<No.Prk>/Pdt.G/2022/PA.Grt. tanggal 27 Juli 2022 Masehi bertepatan
dengan tanggal 27 Dzulgoidah 1443 Hijriah;

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara
banding sebesar Rp. 150.000.00. (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Demikian diputuskan . dalam ' permusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Selasa tanggal 04 Oktober

2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 08 Rabiulawwal 1444 Hijriah, oleh

kami Dr. H. Syamsul Anwar, S.H, M.H, sebagai Ketua Majelis serta Drs. H.

Jeje Jaenudin, M.S.l. dan Drs. H. Ali Imron, S.H. masing-masing sebagai

Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung
berdasarkan Penetapan Nomor <No.Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg. tanggal 27
September 2022. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para

Hakim Anggota dan dibantu Drs. E. Arifudin sebagai Panitera Pengganti

dengan tidak dihadiri Pembanding dan Terbanding;

Ketua Majelis,
ttd

Dr. H. Syamsul Anwar, S.H, M.H,

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
ttd ttd
Drs. H. Jeje Jaenudin, M.S.1. Drs. H. Ali Imron, S.H.

Panitera Pengganti,
ttd

Drs. E. Arifudin.

Him. 8 dari 9 him. Put. No. <No:Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg



Rincian biaya:

1.
2.
3.

Administrasi
Redaksi
Meterai

Jumlah

Rp
Rp
Rp

130.000,00
10.000,00
10.000,00

Rp

150.000,00

Untuk salinan sesuai-dengan aslinya

Pengadilan Tinggi Agama Bandung

Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.
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